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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Bagian Ahli
Waris Di Pengganti Pengadilan Agama Malang (Studi Kasus Atas Putusan
Perkara No. 301/Pdt.G/2011/PAMlg)” ini merupakan hasil penelitian di
Pengadilan Agama Malang yang bertujuan untuk menjawab 2 (dua) pertanyaan :
1) Bagaimana putusan Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara
No. Perkara: 301/Pdt.G/2011/PA.Mig tentang bagian ahli waris pengganti? 2)
Bagaimana dasar hukum hakim dalam memutuskan No. Perkara:
301/Pdt.G/2011/pa.Mlg? 3) Bagaiman analisis hukum Islam terhadap putusan
No. Perkara: 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti?

Guna mendapatkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data
melalui dokumentasi dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Malang.
Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan
pola pikir deduktif sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai ada
atau tidaknya kesesuaian antara putusan Pengadilan Agama Malang dengan
hukum Islam.

Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa dalam putusan Nomor:
301/Pdt.G/2011/PA Mlg tentang bagian ahli waris pengganti, Pengadilan Agama
Malang menetapkan bagian 2 (dua) anak perempuan mendapat bagian ashaba,
dengan mendasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 86K/AG/1994
tanggal 27 juli 1995 yang memutuskan bahwa saudara kandung ferhijab oleh
anak perempuan, schingga dalam pembagian harta waris ini saudara kandung
tidak dapat menjadi ashaba, karena sudah digantikan oleh anak perempuan yang
kedudukannya setara dengan anak laki-laki. Serta Majelis hakim mendasar pada
Pasal 181, Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan pendapat
ulama Syiah Imamiyah (tentang walad, yang menyatakan kedudukan anak
perempuan setara dengan anak laki-laki sehingga keduanya bisa menghijab
saudara).

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pada perkara ini majelis
hakim kurang bisa memahami tentang kedudukan anak laki-laki dan anak
perempuan. Dalam hal ini dikarenakan majelis hakim tidak menggunakan dasar
pemahaman ulama Sunni (yang menyatakan anak perempuan tidak bisa
menghijab saudara), serta tidak mendasar pada Pasal 176 Kompilasi Hukum
Islam, surat an-Nisa’ ayat 11 dan hadis yang menjelaskan tentang bagian anak
perempuan, yang tidak bisa menghijab saudara laki-laki maupun saudara
perempuan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan kepada majelis hakim yang
menangani kasus tentang bagian ahli waris pengganti. Lebih teliti lagi dalam
mengkaji dan mempertimbangkan semua aspek yang tercakup dalam
permasalahan, sehingga putusan yang diambil dapat membawa kemaslahatan
bersama dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan, khususnya
kemaslahatan kepada saudara atau keluarga.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kelahiran dan akan
mengalami kematian. Peristiwa kelahiran seseorang, tentunya menimbulkan
akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan masyarakat
sekitar, serta timbul hak dan kewajiban pada dirinya. Peristiwa kematian pun
akan menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama pada pihak
kelvarga dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungan dengan orang tersebut
semasa hidupnya. Dalam hal kematian (meninggalnya) seseorang, pada
prinsipnya, segala kewajiban perorangan tidak beralih pada pihak lain. Adapun
yang menyangkut harta kekayaan dari yang meninggal tersebut beralih kepada
pihak lain yang masih hidup, yaitu kepada orang-orang yang telah ditetapkan
sebagai pihak penerimanya.’

Demikian adanya kematian seseorang mengakibatkan timbul cabang
ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara pengoperan atau penyelesaian
harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris), yang dikenal dengan nama

hukum waris, dalam syariat ilmu tersebut dikenal dengan nama : ilmu mawaris,

! Suparman Usman, Figih Mawaris, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 13.



figih mawaris atau faraid.> Waris merupakan perpindahan pemilikan dari si
mayit kepada para pewaris yang hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta,
rumah atau salah satu hak syari.” Kemudian dengan adanya pembagian warisan
ada rukun dan syarat. Adapun rukun 1. muwiris, 2. waris, 3. maurus. Dan juga
syarat |. matinya muwaris, 2. hidupnya waris, 3. tidak ada penghalang
meneriwa warisan.” Bagi umat Islam melaksanakan syariat yang ditunjuk oleh
nas-nas yang sarih adalah keharusan. Oleh sebab itu pelaksanaan waris
bedasarkan hukum waris Islam bersifat wajib. Kewajiban itu dilihat dari sabda

Rasulullah saw. sebagai berikut :
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Artinya : “Dari [bu Abbas berkata : Rasulullah saw. bersabda : Bagilah harta
pusaka di antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (al-Quran)”.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu

yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan

seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan

2 .
Ibid, 1.

3 Muchamad Ali Ash-Shabuni, /imu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam, (Zaid Husain
Alhamid, /imu Mawaris), (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.), 26.

4 Ahmad Rofiq, Figih Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 22-23.

5 Otje Salman dan Mustofa Hanffas, Hukum Waris Islam, (Bandung: PT Refika Aditama,
2000), 4.

® Abi Daud Sulaiman Al-Ash’as Asjatani Azri, Sunan Abi Daud, (Kairo: Darul Hadis, 275H),
1267.



Islam disebut juga hukum faraid karena adanya bagian-bagian tertentu dalam

keadaan tertentu.” Hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat terdapat

dalam al-Quran dan penjelasan tambahan yang diajarkan oleh Rasulullah saw.

seperti dalam surat al-Anfal ayat : 75.
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Artinya : “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta

berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu

(juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu

sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan

kerabat) menurut kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui segala sesuvatu’. (Q.S. al-Anfal : 75, ).

Hukum kewarisan Islam atau dalam kitab-kitab figih biasa disebut
faraid adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha
mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal
dunia.’ Hak-hak dari ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya
dinyatakan dalam jumlah atau bagian dengan angka yang pasti. Angka pasti
tersebut dinyatakan dalam al-Quran, sebagai sumber dan rujukan utama bagi

hukum kewarisan.'°

"Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia, (Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 1995), 101.

274.

8 Departemen Agama Rl, A/-Quran dan Terjemahnys, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989),

‘I’OAmir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 35.
Ibid,, 39.



Kemudian Allah menetapkan hak kewarisan dalam al-Quran dengan
angka yang pasti yaitu : 12 ; 13 ; 1/4 ; 1/6 ; 1/3 ; dan 2/3 menyebutkan pula

orang yang memperoleh harta warisan menurut angka-angka tersebut. Hanya
faraid dalam al-Quran, tidak lebih tidak kurang, begitu mudah dan
sederhana.'' Perlu diketahui bahwa dari sekian banyak permasalahan hukum
yang diuraikan di dalam al-Quran hanya aturan pembagian harta warislah
yang paling tuntas diuraikan, dalam surat an-Nisa’ ayat 7 dan ayat 11 :
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Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-
bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian
(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik
sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan’.
(Q.S. an-Nisa’ : 7).

Begitu juga telah dijelaskan tentang bagian dua orang anak

perempuan yang tercantum dalam surat an-Nisa’ ayat 11 berbunyi :
(2 el L LM“LGJSOJ:-JMFQJ JJ.:LoLJ.\ug.b ,HL‘J}S;L..);QLJ

Artinya : “..Bila anak perempuan itu lebih dari dua orang maka mercka
mendapatkan dua pertiga, jika anak perempuan itu seorang saja
maka ia memperoleh separo harta....”. (Q.S. an-Nisa’ : 11).”

" 1bid, 40-41.
12 Departemen Agama RI, A/-Quran dan Terjemahnya, 116.
3 Ibid., 116.



Hukum kewarisan Islam di samping memuat ahli waris dengan
kedudukan tertentu dan bagian yang telah pasti, ada juga diantara mereka ahli
waris yang tidak disebutkan bagiannya secara pasti seperti, anak laki-laki dan
saudara laki-laki atau seayah.' Dalam kelompok kerabat laki-laki dalam
penggunaan pengertian bahasa arab biasanya disebut ashaba, yang
mendapatkan seluruh harta atau sisa harta secara pembagian terbuka pada
umumnya berlaku untuk laki-laki tidak disebutkan dalam al-Quran dan al-
Hadis."” Oleh karena yang berhak atas seluruh harta menurut Ah/u Sunnah
pada dasarnya adalah anak laki-laki.'® Dalam memberikan definisi ashaba pada
hakikatnya, para ulama faraid mempunyai kesamaan persepsi dan maksud

sebagai yang dikemukakan Rifa’i Arief :
A g W D s 6 8 aasd G AT e

Artinya : “Bagian yang tidak ditentukan dengan kadar tertentu (khusus),
seperti mengambil seluruh harta atau menerima sisa setelah
pembagian ashabul-furad”. '

Apabila tidak ada sisa sedikiipun dari mereka ashadul furud, maka

mereka ashaba tidak mendapatkan apa-apa, dinamakan ashaba mereka yang

berhak atas semua peninggalan bila tidak didapatkan seorangpun diantara

14 St. Rahma, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam”, Dalam Jurnal Imish

Keagamaan dan Kemasyarakatan, No. 16, (Mei-Agustus, 2005), 11.

15 Achmad Kuzairi, Sistem Ashaba, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 91.
' Muhammad Ali-Ashabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, (A.M. Basmalah, A/ Mawarits

Fisy Syarii’atil Islaamiyyah ‘Alaa Dhav’al Kitaab Wa Sunna), (Jakarta: Gema Insani Press, cet.l,
1995), 91.

'” Suparman Usman, Figih Mawaris, 72-72.



ashabul furod kemudian dijelaskan dalam hadis diriwayatkan oleh Al-

Bukhori dan Muslim, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. bersabda :
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Artinya: “Dari [bu Abbas berkata : Rasulullah saw. bersabda : ((Berikanlah
bagian-bagian yang telah di tentukan itu kepada pemiliknya yang
berhak menurut nash; dan apa yang tersisa maka berikanlah ashaba

laki-laki yang terdekat pada si mayit))’.

Harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia belum dibagikan
kepada para ahli waris, kemudian diantara ahli waris tersebut ada yang
meninggal dunia lebih dulu, maka pembagian dapat dilakukan sekaligus
dengan cara memindahkan atau memberikan bagian penerimaan harta
peninggalan ahli waris yang meninggal kepada para ahli warisnya. Pemindahan

semacam itu disebut al-munasakhat, Mengenai hal ini para ulama

mendefinisikan sebagai berikut:
2 - - - - A s ° ' o -
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Artinya: “Berpindahnya bagian penerimaan sebagian ahli waris karena

kematiannya sebelum pelaksanaan pembagian tirkah (yang

scharusnya ia terima) kepada ahli warisnya” "’

Dari uraian di atas, dapat dipahami al-munasakhat adalah

perpindahan bagian penerimaan seorang atau beberapa ahli waris kepada ahli

12 Al Muslim Bin al-Hajjaj, Sapih Musiim, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008), 627.
' Suparman Usman, Figih Mawaris, 156-157.



warisnya, karena ia meninggal dunia sebelum mendapatkan bagian harta
peninggalan yang seharusnya ia terima. Para ahli waris akan menerima
perpindahan bagian dalam a/-munasakhat hanya sebagai ahli waris orang
yang meninggal belakangan atau sebagai ahli waris dari orang yang
meninggal duluan. Penyelesaian munasakhat tidak mengalami kesulitan
cukup membagikan harta peninggalan orang yang meninggal duluan kepada
merecka (ahli waris yang ada) dengan menganggap bahwa orang yang
meninggal belakangan (ahli waris yang akan dipindahkan bagiannya).
Sedangkan jika ahli waris hanya sebagai ahli waris dari orang yang
meninggal belakangan, maka penyelesaian harus dilakukan dua kali
pembagian, yaitu membagi harta peninggalan orang yang meninggal duluan,
kemudian membagi bagian penerimaan ahli waris yang meninggal
belakangan itu (ditambah harta peninggalannya , jika ada).”’

Masalah ahli waris ada ahli waris pengganti, yang mana ahli waris
haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu. Ahli waris
pengganti tidak selalu keturunan dari ahli waris yang digantikannya.*'
Menyangkut pembagian warisan dapat ditemukan ketentuan hukumnya.?

ahli waris pengganti (mawali) yaitu ahli waris yang menggantikan sescorang

2 1bid,. 158.

2 Otje Salman dan Mustofa, Hukum Waris Islam, 57.

22 Suhrawamni K. Lubis dan Komis Simanjutak, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Sinar Grfika,
2007), 35.



untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang
digantikan itu.??

Penggantian ahli waris berarti seseorang menggantikan orang tuanya
sebagai ahli waris.?* Sistem penggantian ahli waris merupakan terobosan
baru untuk melindungi yang orang tuanya telah meninggal dunia dimana
menurut aturan ini cucu berhak mendapatkan bagian.”> Pembahasan ahli
waris pengganti juga dikemukakan oleh Hazairin. Yang memberikan gagasan
ahli waris pengganti dengan mengambil inspirasi dari al-Quran surat an-Nisa
ayat 33.

Baik penafsiran maupun istinbatul hukmi yang dilakukannya,
merupakan murni dari hasil pemikirannnya dimana sebelumnya tidak dibahas
dalam kitab figh maupun oleh Negara-negara Islam dalam menetapkan
undang-undang waris. Pada pandangan Hazairin, mawali dalam ayat tersebut
berarti ahli waris pengganti, yang menggantikan orang tuanya. Dengan
penafsirannya terhadap mawali ia menempatkan keturunan dari anak laki-laki
dan anak perempuan pada keutamaan pertama untuk memperoleh harta

warisan.2®

2 Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika, 1995), 80.

24 Muhammad bin Sholeh bin Utsaimin, 7Tashilul Faroid, (Mamlakah Arobiyah: Dar al-
Thoyyibah, 1983), 37.

3 Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi, (Titian Ilahi
Press, Yogyakarta, Cet. 1, 1998), 163-164.

2 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilaterral Menurut Al-Quran dan Hadis, (Tinta Mas, Jakarta,
1982),16.



Bukan hanya ditegaskan dalam hukum Islam, pada kacamata
perundang-undangan negara Indonesia, besarnya bagian ahli waris ditulis
dalam 16 Pasal, mulai Pasal 176 hingga Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam.
Bagian anak perempuan di bab III Kompilasi Hukum Islam Pasal 176,
berbunyi:”’ Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separoh
bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua
pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-
laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak
perempuan. Mengenai ahli waris pengganti bab III KHI Pasal 185 ayat (1) dan
(2), menyebutkan bahwa: (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada
si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka
yang tersebut dalam Pasal 173. (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak
boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.

Kasus di Pengadilan Agama Malang pada perkara No.
301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti. Bermula dari A
yang menikah dengan B, ia dikaruniai 4 (empat) anak yang bermama C
(penggugat I), D (alm), E (penggugat II) dan F (tergugat I). Pada tanggal 26
Oktober 1982 A meninggal dunia dan isterinya menyusul meninggal dunia
tanggal 28 Oktober 1998. Ia meninggalkan harta warisan berupa sebidang

tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan dan rumah sertifikat hak

57.

%" Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 56-
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milik, yang belum dibagi kepada ahli waris. Pada tanggal 6 Februari 2003 salah
satu anak A dan B bernama F meninggal dunia, ia meninggalkan isteri
bernama G (tergugat IV) dan dua orang anak bernama H (tergugat II) dan I
(tergugat III).

Pada tanggal 23 Januari 2011 para penggugat, tergugat II, dan
tergugat III sepakat membagi harta warisan dengan kekeluargaan. Namun,
tergugat [ keberatan dan ingin dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Maka para penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Malang memberikan
putusan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Namun dalam
pembagian warisan dari A (alm) dan B (alm) Pengadilan Agama Malang
membagi sebagai berikut, 4 bagian C, 4 bagian D, % bagian E, ' bagian F,
namun bagiannya F (alm) jatuh pada istri yang mendapat bagian '/s, dan dua
anak perempuan mendapat bagian ashaba.*®

Dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Agama Malang mengacu
pada ketentvan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 86/K/AG/1994
tanggal 27 Juli 1995 yang menyatakan bahwa: ‘“Bahwa dengan adanya anak
perempuan dari (alm) A, maka saudara kandung (alm) F tertutup (terhijab)
oleh orang anak perempuan. Oleh karenanya, saudara laki-laki tidak berhak
atas harta warisan serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 181 yang

menyebutkan “Bahwa bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak

% Berkas Penetapan No. 301/Pdt.G/PA.Mlg.
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dan ayah maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing
mendapat seperenam bagian. Bila mercka dua atau lebih maka mereka
bersama-sama mendapat sepertiga bagian”. Pasal ini dipahami secara contrario
atau sebaliknya oleh Majelis hakim yang yang menyatakan, “baik anak
perempuan maupun anak laki-laki keduanya menghijab saudara“.

Berdasarkan uraian panjang mengenai bagian ahli waris menurut
Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam di atas, semestinya dua anak
perempuan, sebagai ahli waris pengganti dalam perkara tersebut, mendapat dua
pertiga bagian dari harta waris, seperti tercantum di dalam Kompilasi Hukum
Islam Pasal 176 dan surat an-Nisa’ ayat 11 dan hadis, dan sisanya diberikan
kepada 3 (tiga) saudara (alm) F. Namun majelis hakim Pengadilan Agama
Malang memutuskan dua anak perempuan mendapat ashaba. Majelis hakim
memutus perkara tersebut mempunyai dasar hukum tersendiri dalam
menetapkan kebijakannya dengan kebijakan itu bertentangan atau berbeda
dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan pendapat
Sunni, dan oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
langsung di Pengadilan Agama Malang untuk mengkaji lebih lanjut mengenai
dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan bagian ahli waris
pengganti dalam perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Oleh karena itu penulis

membuat judul skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap
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Bagian Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Malang (Studi Kasus Atas

Putusan Perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg)”.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah
Bedasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas

maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :
1) Ketentuan waris dalam hukum Islam dan perundang-undangan.
2) Bagian tertentu ahli waris.
3) Rukun dan syarat-syarat menerima harta warisan.

4) Abhli waris berhak mendapatkan ashaba.

5) Perpindahan bagian ahli waris (a/-Munasakhat).

6) Kedudukan ahli waris pengganti.

7) Bagaimana putusan Pengadilan Agama Malang dalam No. Perkara:
301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti.

8) Bagaiman putusan hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan
perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti.

9) Bagaimana dasar hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam
memutuskan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA Mlg tentang bagian ahli waris
pengganti.

10)Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan perkara No.

301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti.
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Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dalam penelitian ini dibatasi
sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara
No. 301/Pdt.G/2011/PA.MIg tentang bagian ahli waris pengganti?

2. Bagaiman dasar Hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam
memutuskan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris
pengganti?

3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan perkara No.

301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti?

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah

dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai
berikut :

1. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara
No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mig tentang bagian ahli waris pengganti?

2. Bagaiman dasar Hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam
memutuskan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris
pengganti?

3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan perkara No.

301/Pdt.G/2011/PA Milg tentang bagian ahli waris pengganti?



14

D. Kajian Pustaka

1.

Masalah tentang ahli waris pengganti, sebenarnya banyak yang
membahas. Namun dalam pembahasan skripsi ini mempunyai sudut pandang
yang berbeda, yaitu tentang bagian Ahli Waris Pengganti di PA Malang, yang
seharusnya dalam perkara tersebut 2 (dua) anak perempuan mendapatkan
bagian 2/3 (dua pertiga), namun, majelis hakim memberi bagian ashaba. Dalam
hal ini penelitian tentang masalah tersebut dilaksanakan dengan menganalisis
perkara tentang bagian ahli waris pengganti yang akan diteliti di Pengadilan
Agama Malang. Sedangkan skripsi yang pernah diteliti yang berkaitan dengan
masalah ini adalah :

Skripsi Muhammad Rustam Efendi, dengan judul, “Penerapan Pasal 185
Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti (Studi Analisis di
Pengadilan Agama Lamongan Terhadap Putusan Perkara No.
1096/Pdt.G/2002/PA.Lmg”.*® Skripsi ini menjelaskan tentang para hakim
dalam menerapkan Pasal 185 KHI di Pengadilan Agama Lamongan tersebut
bedasarkan penafsiran bahwa anaknya semua kelompok ahli waris yang
disebutkan Pasal 174 ayat 1 huruf a KHI, juncto Pasal 171 huruf ¢, dapat
menjadi pengganti kedudukan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu

dari pada si pewaris, sedangkan cucunya tidak bisa.

» Muhammad Rustam Efendi, Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli

Waris Pengganti (Studi Analisis di Pengadilan Agama Lamongan Terhadap Putusan Perkara No.
1096/Pdt.G/2002/PA.Lmg), Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas IAIN Sunan Ampel
Surabaya, 2006.
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2. Skripsi Lailatul Maf’ulah, dengan judul, “Kedudukan Dzawil Arham Sebagai
Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi putusan PA
Bangil No. 378/Pdt.G/2006/PA.Bgl y’3% Skripsi ini menjelaskan tentang
pertimbangan hakim memutuskan perkara demi tidak memperhatikan atau
mengabaikan hak-hak ahli waris yang lain yang masih berhak atas harta
waris tersebut, serta pembagian yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan
hukum Islam. Ahli waris dzawi/ arham bisa mendapatkan harta waris apabila
sudah tidak ada lagi ashabul furudh. Maka ashaba dan dzawil arham bisa
mendapatkan apabila bersama salah seorang suami atau isteri.

3. Skripsi Maulana Asruroh Bhinawaty, dengan judul, “Studi komparasi
Tentang Ahli Waris Pengganti Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata”.!
Skripsi ini menjelaskan ahli waris pengganti menurut hukum Islam adalah
ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan
yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan sedangkan menurut
KUHPerdata bahwa hak seseorang untuk bertindak sebagai pengganti di
dalam derajat dan dalam segala hak dari orang yang digantikannya.

Dari pemaparan penulis tentang tinjauan pustaka di atas, penulis

memilih bahwa topik yang akan dibahas disini berbeda dengan skripsi-skripsi

30 1 ailatul Maf ulah, Kedudukan Dzawil Arham Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam
Tinjauan Hukum Islam (Studi /Pdt.G/2006/PA.Bgl), Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah,
Fakultas IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

3 Maulana Asruroh Bhinawaty, Studi Komparasi Tentang Ahli Waris Pengganti Antara
Hukum Islam dan Hukum Perdata, Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas IAIN Sunan
Ampel Surabaya, 2002.
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yang dahulu. Judul skripsi yang akan dibahas penulis adalah “Analisi Hukum
Islam Terhadap Bagian Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Malang
(Studi Kasus Putusan No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg)” belum ada yang

membahas.

E. Tujuan Penelitian

1.

Setelah mengetahui masalah yang akan dibahas tentunya tidak
terlepas dari tujuan diadakannya penelitian mengenai Bagian Ahli Waris
Pengganti di Pengadilan Agama Malang (Studi Putusan No.
301/Pdt.G/2011/PA.Mlg). Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang
diutarakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui tentang bagaimana putusan Pengadilan Agama Malang
dalam memutuskan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli
waris pengganti.

Untuk mengetahui bagaimana dasar Hukum hakim Pengadilan Agama Malang
dalam memutuskan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli
waris pengganti?

Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkara No.

301/Pdt.G/2011/PA Mlg tentang bagian ahli waris pengganti.
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F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sekurang-
kurangnya dapat difungsikan dalam 2 aspek, yaitu :

1. Aspek teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan yaitu
untuk dijadikan bahan acuan dalam rangka mengembangkan teori hukum
kekeluargaan khususnya hukum waris Islam.

2. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan dan
pedoman bagi para masyarakat khususnya para tokoh agama, ulama dan
praktisi hukum dalam rangka program pembinaan serta pemantapan
kehidupan beragama khususnya hukum kewarisan Islam sesuai dengan ajaran
Islam, serta sebagai motivator bagi penulis secara pribadi untuk lebih giat
dalam mengembangkan keilmuan dan lebih berkarya khususnya dibidang

hukum.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya multi interpretasi terhadap pengertian
yang dimaksud penulis perlu menjelaskan atau memberikan definisi terhadap
istilah-istilah yang menunjukkan ke arah pembahasan yang sesuai dengan
maksud dan tujuan pokok tersebut, yaitu :

1. Analisis : penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan

sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara dan sebagainya).>

32 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 43.
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2. Hukum Islam : Khaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk
mengendalikan masyarakat islam, baik berupa ayat al-Quran dan hadis Nabi
saw. pendapat sahabat dan tabiin, maupun pendapat yang berkembang
disuatu masa dalam kehidupan umat Islam. Dan juga koleksi dari hukum
syariat yang berkaitan dengan perbuatan yang digali dari dali-dalil yang
tcrpcrinci.33

3. Bagian : Bagian harta waris yang telah ditentukan.

4. Ahli Waris Pengganti : Ahli waris yang menggantikan sescorang untuk

memperoleh bagian warisan yang akan diperoleh orang yang digantikan itu*

H. Metode Penelitian
Agar penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini maka penulis
memandang perlu untuk mengemukakan metode penelitian sebagai berikut:*’
1. Data yang Dikumpulkan
Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya dapat
dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat,

maka penulis membutuhkan data sebagai berikut :

33 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. 1,
1996), 575-576.

34 Sujuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 80.

35 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Svatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka
Cipta. Cet. v, 2002), 194.



19

a. Data tentang pertimbangan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Malang
dalam memutuskan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PAMlg tentang bagian
ahli waris pengganti.

b. Data hukum Islam tentang bagian ahli waris pengganti.

2. Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari

mana data dapat diperoleh.’® Maka bedasarkan data yang akan dihimpun di

atas, yang menjadi sumber data penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung
dari lapangan.ﬂ Sumber data ini berupa putusan Pengadilan Agama Malang
tentang bagian ahli waris pengganti Nomor : 301/Pdt.G/201 1/PA.Mlg.

b. Sumber data sekunder adalah Data yang diambil dan diperoleh dari
bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-
benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-
peraturan dan catatan harian lainnya.”® Seperti literatur-literatur
mengenai waris antara lain :

1) Figh Mawaris, Karya Suparman Usman, Jakarta: Gaya Media

Pratama, 1997.

3 Ibid,129.

3 8. Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 143.

3% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
1997), 115.



2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

20

Fiqih Sunnah, Karya Sayyid Sabiq, Jilid 14, Bandung: Al-ma’arif,
1995.

Hukum Kewarisan Islam, Karya Amir Syarifudddin, Jakarta:
Kencana, 2004.

Hukum Waris Islam, Karya Otje Salman dan Mustofa Haffas,
Bandung: PT Refika Aditama, 2002.

Hukum Waris Islam, Karya Suhrawarni K. Lubis dan Komis
Simanjutak, Jakarta: Sinar Gerafika, 2007.

Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Karya Sayuti Thalib,
Jakarta:Sinar Grafika, 1995.

Kompilasi Hukum Islam, Tim Redaksi Nuasa Aulia.

Pembagian Waris menurut Islam, Karya Muhammad Ali-Ashabuni,

Jakarta; Gema Insani Press, 1995.

3. Teknik Penggumpulan Data

Teknik penggumpulan data yang digunakan melalui :

a. Dokumentasi

Merupakan barang-barang tertulis dan mengadakan penelitian yang

bersumber pada tulisan.® Dengan mengumpulkan data berupa putusan

perkara No. 301/Pdt.G/2011/PAMlg yang ada di Pengadilan Agama

Malang yang terkait dalam penelitian.

3 Suharsimi Aristoteles Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Rinekla
Cipta: Jakarta, 2002), 135.
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b. Interview

Interview suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang
atau lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan cara bertanya langsung
kepada informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna
mencapai tujuan dan memperoleh data yang dijadikan sebagai bahan laporan
penciitian.‘m Dengan mengadakan tanya jawab kepada Hakim dan Ketua
Pengadilan Agama Malang yang terkait dengan permasalahan yang akan
diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul baru di analisis isi langkah selanjutnya adalah
menganalisis data. Analisis data adalah proses mengatur urut-urutan data,
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian

data.”'

Analisis data dilakukan secara komperhensif dan lengkap, yakni
secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian dan
tidak ada yang dilupakan.*?

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, yang
digunakan adalah deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif’yaitu dengan

menggambarkan permasalahan yang bersifat umum aturan hukum kewarisan

Islam. Kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil

40§, Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

41 | exy. J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif; (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet.
26, 2009), 248.

42 Abdul Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),
172.
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penelitian tentang adanya bagian dua anak perempuan mendapatkan ashaba
dalam bagian ahli waris pengganti No. 301/Pdt.G/2011/pa.Mlg yang
kemudian dianalisa menggunakan teori-teori tersebut sehingga mendapatkan
gambaran yang jelas mengenai ada atau tidaknya penyesuaian putusan

Pengadilan Agama Malang dengan hukum Islam.

Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dari penelitian ini terarah sesuai dengan tujuan
penelitian, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai
berikut :

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang merupakan desain
penelitian. Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah dan batasan
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional. Metode penelitian (meliputi data yang
dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data),
dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat kerangka konsepsional yang digunakan sebagai pisau
analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini merupakan landasan teoritis yang
berisi hukum islam tentang kewarisan yang meliputi pengertian kewarisan,

dasar hukum kewarisan, rukun, syarat-syarat kewarisan, sebab-sebab menerima
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waris, halangan menerima warisan, ketentuan bagian ahli waris, ashaba, al-
munasakhah dan berakhirnya ahli waris pengganti.

Bab ketiga memuat Putusan Pengadilan Agama Malang Tentang
Bagian Ahli Waris Pengganti No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg, merupakan bab
yang menguraikan tentang data hasil penelitian yang berisi gambaran umum
Pengadilan Agama Malang dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan
Pengadilan Agama Malang tentang bagian ahli waris pengganti.

Bab keempat memuat tentang analisis dari bab-bab sebelumnya
meliputi, Analisis putusan dan dasar hukum Pengadilan Agama Malang dalam
memutus dan mengabulkan bagian ahli waris penganti perkara No.
301/Pdt.G/2011/PA.Mlg dan analisis hukum Islam terhadap bagian ahli waris
pengganti di Pengadilan Agama Malang No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

Bab kelima berisi Penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran



BAB II
TINJAUAN HUKUM TENTANG KEWARISAN ISLAM

. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam merupakan peralihan harta dari seseorang yang
telah meninggal kepada yang masih hidup.' Lafad faraid adalah jamak dari lafad
faridhah yang semakna dengan lafad mafridhah yang artinya bagian yang telah

dipastikan kadarnya. kemudian Allah befirman : (:£> 3 G {ilss) artinya separoh

apa yang kamu tentukan.’ Kemudian lafad faidhah ini dijelaskan dalam al-
Quran surat an-Nisa’ ayat 11 yang berbunyi:’

- z - & v o LameE iﬁd _f./ ./E
(\\:;L_Ji)....L«&L&JP‘ O abl ol al kg,

-

Artinya  “.. Ini adalah ketetapan dari Allah SAW. Sesunggubnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha bijaksana ...”. (Q.S. an-Nisa’ : 11).”

Al-Mirats dalam bahasa arab adalah bentuk “masdar’” dari kata warirs,

yaritsu, irisan dan mirafsang yang artinya mewarisi. A/-mirais menurut bahasa

yaitu perpindahan sesuatu dari seseorang kepada seseorang lainnya atau dari

! Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 5.
2 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, (Moh. Thalib, Figih As-Sunnah), Jilid 14, (Bandung: PT. Al-

Ma’arif, Cet, 5, 1995), 235.

3 Ali Parman, Kewarisan Dalam Al-Quran Suatu Kajian Hukum Pendekatan Tafsir Tematik,

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 28.

* Departemen Agama R, A/-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989),

24



25

suatu kaum kepada kaum lainnya.> Mirats menurut istilah adalah perpindahan
hak pemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih
hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang
berupa hak milik secara syari.®
Dasar hukum kewarisan [slam pada dasarnya terdapat dalam al-Quran,
al-Hadis, al-Ijma dan ijtihad.’
1. Al-Quran
Al-Quran merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak
menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan ahli waris, seperti yang tercantum
dalam surat an-Nisa’ ayat 7, 11, 12, dan 176 berbunyi 3
a. An-Nisd’ ayat 7

OIS I3 D Eaad L5 55 3NT olsil 35 LD Eead Yol
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Artinya . “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan
ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak
bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya,
baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah
ditetapkan”. (Q.S. an-Nisa’ : 7).

’ Muchamad Ali Ash-Shabuni, Zmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam , (Zaid Husain
Alhamid, /lmu Mawaris), (Surabaya: Mutiara Ilmuy, t.t), 26.

8 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, (A.M. Basmalah, A/-
Mawarits Fisy Syarii’atil Islaamiyyah ‘alaa Dhau’ Al-Kitab Wa Sunnah), (Jakarta: Gema Insani
Press, 1995), 33.

7 Ahmad Rofiq, Figih Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 16.

$ Dian Khairul Umam, Figih Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS, (Bandung: Pustaka Setia,
2000), 15.

® Departemen Agama Rl, A/-Quran dan Terjemahnya, 116.



b. An-Nisa’ ayat 11, menjelaskan tentang bagian anak laki-laki, perempuan,
dan menjelaskan bagian Bapak Ibu.
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Artinya : “Allak mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan
bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya
perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja,
maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-
bapak, bagi masing-masingnya seperemam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika
orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi
oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika
yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas)
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar
hLutanguya. ({caiang) orang {uaiiu dap anak-anakinu, kamu
tidak mengetahui siapa di antara mercka yang lebih dekat
(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana’.
(Q.S. an-Nisa’: 11)."°

c. An-Nisa’ ayat 12, menjelaskan tentang bagian suami, isteri, beberapa

isteri, saudara seibu laki-laki dan perempuan.'’

' Departemen Agama R, A/-Quran dan Terjemahnya, 116.
"' M. Syuhada’ Syarkun, Jimu Faraid, (Jombang: Tebuireng, 2008), 3-4.
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Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mercka tidak
mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak,
maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat
atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh
seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak
mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para
isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau
(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati,
baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan
ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai
seorang saudara laki-laki (Seibu saja) atau seorang saudara
perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua
Jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-
saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mercka bersekutu
dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang
dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak
memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menctapkan
yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun’.
(Q.S. an-Nisa’: 12)"2

2 Departemen Agama Rl, A/-Quran dan Terjemahnya, 117.
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d. An-Nisa’ ayat 176, menjelaskan tentang bagian saudara perempuan

sekandung.”
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Artinya : “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).
Katakanlah :@ "Allah memberi fatwa kepadamu tentang
kalalsh (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak
mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka
bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai
anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi
keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang
meninggal. Dan jika mercka (ahli waris itu terdiri dari)
saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang
saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara
perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu,
supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala
sesuatu. (Q.S. an-Nisa’: 176)."

2. Al-Hadis

Al-Hadis merupakan hadis Nabi Muhammad saw. yang secara langsung
mengatur kewarisan. "’

Hadis riwayat Imam Bukhari

'3 M. Syuhada’ Syarkun, /Imu Faraid, 4.
'4 Departemen Agama R, A/-Quran dan Terjemahnya, 153.
15 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 11.
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Artinya : Dinwayatkan dari Abdullah bin Abbas r.a. bahwa Nabi saw.
bersabda : “Berikanlah harta waris kepada orang-orang yang
berhak menerimanya (sesvai jatah yang ditetapka oleh Allah),
sedangkan sisanya adalah untuk ahli waris laki-laki terdekat”
(H.R. Imam Bukhari).

3. Al-ljma
Al-Jjma merupakan persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli
mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Persetujuan itu
diperoleh dengan suatu cara di tempat yang sama."’

4. Al-Jjtihad

Al-ljtihad merupakan pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki
cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan yang
muncul dalam pembagian warisan. [jtihad ini merupakan hukum, bukan

untuk merubah pemahaman atau ketentuan yang ada.'®

B. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam

Untuk terjadinya suatu kewarisan memerlukan rukun-rukun sebagai
berikut :
1. Muwaris yaitu orang yang meninggal dunia, yang harta peninggalan berhak

dimiliki oleh ahli warisnya.

% Imam Az-Zabidi, Mukhtshar Sahifi Al-Bukhari, (Achmad Zaidun dan Ringkasan Hadis
Shahih Al-Bukhari), Cet.1, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1035.

' Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakatra: PT Raja Grafindo
Persada, 1997), 120.

'8 Ibid,, 22.
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2. Waris yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati,
baik disebabkan ada hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau
pernikahan dan sebagainya.

3. Maurus yakni sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia,
berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau harta yang ditinggalkan oleh
orang yang mati untuk ahli warisnya."®

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kewarisan yaitu :

1. Wafatnya orang yang mewariskan dengan sebenarnya atau secara hukum.

2. Hidupnya ahli waris, baik dengan nyata maupun oleh hukum dinyatakan
hidup semenjak meninggalnya muwaris.

3. Pengetahuan tentang keadaan ahli waris.”’ Atau tidak adanya pengalang-

pengalang mempusakai.?’

C. Sebab-Sebab dan Penggalang Menerima Waris

Pewaris tersebut baru terjadi manakalah ada sebab-sebab yang
mengikat pewaris dengan ahli warisnya. adapun sebab-sebab tersebut adalah:*
1. Perkawinan.
2. Kekerabatan.

3. Wala’.

' Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris Dalam Syariat Islam, (Dahlan, Iimu
Mawaris), (Bandung: Diponegoro, 1995), 47-48.

20 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris Syariat Islam, 32.

2 Otje Salman dan Mustofa Hanffas, Hukum Waris Islam, (Bandung: PT Refika Aditama,
2000), 4.

2 Suparman Usman, Figih Mawaris, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 28.
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Mengenai ketiga sebab, Hasanain Muhammad Makhluf mengemukakan
perkawinan yaitu salah seorang suami atau isteri secara hukum mendapatkan
bagian yang telah ditentukan kadarnya keduanya termasuk ahli waris sababiyah.
kekerabatan yaitu hubungan nasabiyah antara waris dengan ahli waris. Dari
uraian di atas, dapat dipahami sebab-sebab pewarisan dikelompokkan dalam dua
bagian yaitu sebab nasabiyah (adanya hubungan nasab) dan sebab sababiyah
(adanya sebab). Kekerabatan dikategorikan sebab nasabivah, perkawinan dan
wala’ dikatakan sebab sababiyal’" wala’ adalah pewaris karena jasa seseorang
yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya.2*

Halangan menerima warisan atau disebut mawani ‘a/-irs adalah hal-hal
yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima waris dari harta
peninggalan a/-muwaris.> Atau orang-orang yang memenuhi sebab-sebab untuk
menerima warisan, akan tetapi dia kehilangan hak tersebut untuk mewarisi harta
warisan.’® Penghalang Menerima Warisan ada tiga yaitu:

a. Perbudakan
Pembudakan adalah seorang yang menjadi budak, maka seorang
tersebut tidak dapat mewarisi harta warisnya.

b. Pembunuhan

69.

37.

2 Suparman Usman, Figih Mawaris, 28-28.
 Ali Parman, Kewarisan Dalam Al-Quran Suatu Kajian Hukum Pendekatan Tafsir Tematik,

» Ahmad Rofig, Figih Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 23-24.
% Abdul Ghofur Ansori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2005),



Pembunuhan yaitu seseorang telah melakukanp%ytﬁﬂmuhan baik
disengaja maupun tidak disengaja yang penting menyebabkan

meninggalnya seseorang. Dan nantinya dibuktikan di Pengadilan.?’
el N e Gl [

Artinya : “Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi”*

c. Perbedaan Agama
Orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang islam dan
orang islam pun tidak mendapat warisan dari orang kafir. Sabda

Rasulullah saw.”
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Artinya : “Dari Usamah Bin Zaid, dari Nabi saw. berkata : Orang muslim
tidak bisa mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak
mendapat warisan dari harta orang islam "

d. Berlainan Tempat (Negera)

Yang dimaksud perbedaan tempat (negara) adalah berlainan

pemerintahan yang diikuti oleh waris dan muwaris.>'

27 M. Syuhada’ Syarkun, Ilmu Faraid, 13.
% Mahrus Ali, Terjemah Hadis Bulughul Maram, (Surabaya: Balai Buku, 1990), 407.
» Muhammad Ali As-Shobuni, Hukum Waris dalam Syariat Islam, 53.

% Daud Sulaiman Al-Ash’a$ Asjatani Azri, Sunan Abi Daud, 1271.
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D. Ketentuan Bagian Ahli Waris

Ahli waris yang menerima bagian !z (setengah)

1. Suami, jika tidak ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan.

2. Satu anak perempuan, tidak lebih, jika tidak ada anak atau cucu laki-laki.

3. Satu cucu perempuannya, tidak lebih,jika tidak ada anak atau cucu laki-laki.

4. Satu saudara perempuan sekandung, jika tidak ada anak laki-laki, cucu laki-
laki, anak perempuan lebih dari satu orang, saudara laki-laki sekandung., dan
tidak ada bapak atau kakek.

5. Satu cucu perempuan sebapak, tidak lebih, jika tidak ada anak laki-laki, bapak
atau kakek, cucu perempuan lebih dari satu orang, saudara laki-laki atau
saudara perempuan sekandung, dan tidak ada saudara laki-laki sebapak.

Ahli waris yang menerima bagian 1/3 (sepertiga)

1. Ibu, jika tidak ada anak, cucu,atau saudara lebih dari satu orang, baik laki-
laki maupun perempuan.

2. Saudara seibu lebih dari satu orang, jika tidak ada anak, cucu laki-laki atau
perempuan, bapak atau kakek.

Ahli waris yang menerima bagian 1/4 (seperempat)

1. Suami, jika meninggalkan anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan.

3! Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Figift Mawaris, (Semarang: Pusaka Rizki Putra,
2010), 46.
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2. Isteri, jika tidak mempunyai anak atau cucu baik laki-laki maupun

perempuan.

Ahli waris yang menerima bagian 1/6 (seperempat)

1.

2.

Ayah, jika ia mempunyai anak atau cucu laki-laki maupun perempuan.

Kakek, jika tidak ada bapak.

. Ibu, jika ia mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, mempunyai

saudara atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan sekandung, seayah dan

seibu.

. Nenek, jika tidak ada ibu.

. Cucu perempuan, jika tidak ada anak laki-laki.

Saudara perempuan seayah, jika tidak anak ada anak atau cucu laki-laki,
ayah, saudara laki-laki sekandung atau sebapak saja, tetapi ada saudara
perempuan sekandung.

Satu saudara seibu, laki-laki atau perempuan, jika tidak ada anak, cucu baik

laki-laki maupun perempuan, bapak atau kakek.

Ahli waris yang menerima bagian 1/8 (seperdelapan)

1.

Isteri mendapatkan 1/8, dengan syarat ia mempunyai anak atau cucu baik

laki-laki maupun perempuan.

Ahli waris yang menerima bagian 2/3 (dua per tiga)

1.

Dua anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki.

2. Dua anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak atau cucu laki-laki.
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3. Dua saudara perempuan sekandung atau lebih, jika tidak ada anak atau cucu,
bapak atau kakek, dan tidak ada pula saudara laki-laki sekandung.

4. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, jika tidak ada anak-anak,
ayah, kakek, tidak ada saudara laki-laki seayah, tidak ada saudara sekandung
baik laki-laki maupun perempuan.*?

Bagian anak perempuan di Bab IIl Undang-Undang Kompilasi Hukum

Islam Pasal 176 berbunyi : Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan

separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan

dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak
laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak
perempuan.”

Pemahaman lafad walad, kata walad dalam bahasa arab artinya “anak”,
khusus anak laki-laki digunakan kata 7bn dan untuk anak perempuan bint. Bila
kata walad digunakan dengan pengertian anak, yang dimaksud disini adalah
anak laki-laki dan anak perempuan. Penggunaan kata walad yang sah secara
syari artinya berlaku untuk anak laki-laki dan anak pcrempuan.34 Ulama
mengartikan kata walad yaitu berhubungan dengan persyaratan seorang pewaris
menjadi “kalaiai’ yang discouikan dalam suiai an-Nisa’ ayat 176 bahwa
seseorang pewaris disebut kalalah bila tidak meninggalkan walad yang berarti

keberadaan walad menyebabkan saudaranya tidak berhak menerima warisan.

32 Hassan Saleh, Kajian Figih Nabawi dan Figih Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008),
350-351.

33 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 56-57.

3 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 54.
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Menurut jumhur ulama Ah/v Sunnah berpendapat bahwa kata walad
berarti “anak laki-laki”. Dengan demikian anak perempuan tidak menutup
kemungkinan saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan karena
keberadaannya tidak mempengaruhi arti kalalah. Sebaliknya ulama Syiah
Imamiyah memahami kata walad disini dalam arti laki-laki dan anak
perempuan, menurut paham ini anak perempuan sebagaimana anak laki-laki,
menutup hak saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ulama Zhahiriyah
dengan ulama sunni dalam hal anak perempuan tidak dapat menutup saudara
laki-laki, namun mereka berpendapat bahwa anak perempuan menutup saudara
perempuan. Dengan tidak menutupnya saudara laki-laki oleh anak perempuan
menurut ulama Sunni dan Zhahiriyah, memahami kata walad yaitu “anak laki-
laki” saja atau dengan arti kalalah>

Ulama memahami walad adalah anak laki-laki, bahwa anak perempuan
sebagaimana anak laki-laki, tidak menutup kedudukan saudara, namun tentang
saudara mana yang tidak tertutup oleh anak perempuan. Jumhur ulama memilah
antara satu saudara dengan saudara lainnya, bagi mereka anak laki-laki dapat
menghijab saudara dalam segala hubungan. Sedangkan anak perempuan tidak
dapat menghijab saudara ayah dan seibu atau seayah saja, baik laki-laki maupun

perempuan dapat menghijab saudara seibu.*

3 Ibid, 55.
36 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 56.
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Bahwa pendapat Jumhur ulama merendakan perempuan dari pada laki-
laki, pertama bahwa anak perempuan tidak dapat menghijab saudara kandung
atau seayah sebagaimana yang dilakukan anak laki-laki dan kedua saudara seibu
dapat dihijab oleh anak perempuan sedangkan saudara seayah dan seibu atau
seayah saja tidak dapat dihijab oleh anak perempuan, tentu dengan
pertimbangan hubungan saudara seibu kepada pewaris hanya melalui perempuan
dan oleh karenanya posisinya lemah. Pendapat ini sama dengan pendapat para
Mufasir. Jadi pendapat Jumhur ulama tidak menempatkan anak perempuan
setara dengan anak laki-laki dalam menutupi hak saudara-saudara pewaris, dan
juga mereka tidak menempatkan ibu setara dengan ayah.”’ Dalam permahaman
kata walad ulama Syiah tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak
perempuan, kecuali dalam satu hal yang Allah sendiri mengatakan yaitu bagian
anak laki-laki dua kali dari pada bagian anak perempuan. Di luar hal ini tidak
ada perbedaan dalam kedudukan maupun dalam kekuatan untuk menghijab ahli
waris yang lain. Rasulullah berfirman tentang bagian 2 (dua) anak perempuan

yang dijelaskan di dalam hadis dan al-Quran surat an-Nisa’ ayat 11 berbunyi :

787 - - 477 4 - t’ o’”’ 0s o sn '
CUASE AW R WY PR H el

7 Ibid,, 58.
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Artinya : “berikanlah dua pertiganya kepada kedua anak perempuan Sa’ad, dan

bagi ibu keduanya seperdelapan, selebihnya adalah untukmu’*

vd

e
LIPS o N p) -
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Artinya : “..jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan....”. (Q.S. an-Nisa’
s 1E

Bahwa dua anak perempuan atau lebih berhak menerima harta pusaka
sebesar 2/3 bagian, serta tidak dapat menghijab atau menghalang-halangi
saudara kandung, ia memperoleh bagian setelah dua anak perempuan mengambil
bagiannya dikarnakan orang yang meninggal ini hanya meninggalkan seorang
isteri, dua orang anak perempuan dan saudara kandung.

Dalam perkembangan hukum waris di Indonesia, dapat diketemukan
pada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah menetapkan adanya
kesamaan antara saudara kandung, saudara sebapak dan saudara seibu dalam
memperoleh warisan. Peraturan ini kemudian menjadi sebuah standar hukum
waris yang ditetapkan dalam sebuah buku. Disatu sisi Mahkamah Agung telah
mempersamakan saudara seayah dan seibu sama kedudukannya dengan saudara
sekandung dalam memperoleh harta warisan sebagai dzawi/ furud maupun

ashaba dengan ketentuan mendapatkan dua kali bagian perempuan. Disisi lain

% Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir, (Bandrun Abu
Bakar, dkk), Jus 4 Al-Imran 29-An-Nisa’ 23, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 480.
% Departemen Agama RI, A/-Quran dan Terjemahnya, 116.
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Mahkamah Agung telah mengenyampingkan adanya kesamaan antara saudara
perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu, karena figih konvensional
memberikan bagian yang sama ketika mereka (berserikat) mendapatkan 1/3

bagian atau menjadi ashaba

E. Ashaba dan Munasakhat

Menurut bahasa kata ashaba berarti pembela, penolong, pelindung dan
sebagainya dari kaum sendiri. Sedangkan secara bahasa menurut As-Sabuni
adalah kerabat seseorang dari jalur ayahnya. Para famili dari jalur ayah disebut
ashaba karena mereka mengelilingi dan melindungi kerabatnya dari serangan
musuh. Akar kata berasal dari ucapan : “Ja M asill Guet” bermakna
sekelompok manusia berkumpul dan mengelilingi seseorang untuk melindungi
dan membelahnya. Sementara itu al-Quran memakai kata usbah “4alas” untuk
menunjukkan sekelompok orang yang kuat seperti fiman Allah surat al-Yusuf

ayat 14.

¢
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Artinya : “Mercka berkata: "Jika ia bepar-benar dimakan secrigala, sedang
kami golongan (vang kuat), sesungguhnya kami kalau demikian
adalah orang-orang yang merugi”. (Q.S. al-Yusuf: 14)

“ Tim Pokja Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama,
(Jakarta: MARI, 2007), 74.
4l Departemen Agama RI, A/-Quran dan Terjemahannya, 350.
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Dari pengertian secara bahasa dapat diambil kesimpulan bahwa,
dalam keturunan atau jalur kerabat dari ayah. Sedangkan menurut istilah,
ashaba ialah setiap ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu yang
secara tegas disebutkan dalam al-Quran atau al-hadis. Mereka adalah anak
laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki , saudara laki-laki sekandung,
saudara laki-laki seayah dan paman (saudara laki-laki ayah) sekandung.
Kekerabatan mereka sangat kuat karena mereka melalui jalur ayah, bukan
dari ibu. Sedangkan yang melalui jalur ibu, seperti saudra laki-laki seibu
dinilai lemah, karena melalui jalur perempuan. Para ahli ilmu faraid
mendefinisikan ashaba secara ringkas yaitu setiap orang yang berhak
mendapatkan seluruh jika ia menjadi ahli waris tunggal, dan mendapatkan
sisa harta jika ia bersama-sama ashabu/ furudh sesudah mereka memperoleh
bagian.’

Dasar hukum yang menentukan hak ashaba bersumber dari al-Quran
dan hadis Nabi Muhammad saw. dari al-Quran antara lain firman Allah surat
an- Nisa’ ayat 11 dan 176. Menurut Sayid Sabiq ashaba ada dua macam,
yakni ashaba nasabiyah dan ashaba sababiyah. Ashaba nasabiyah bedasarkan

adanya ikatan kekerabatan, sedangkan ashaba sababiyah bedasarkan adanya

% Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah, (Hamdan
Rasyid MA, A/-Mawarits Fi Asy-Syarah Al-Islamiyyah), (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah,
2005), 84-85.
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sebab memerdekakan hamba sahaya atau budak.*” Adapun ashaba nasabiyah
ada tiga macam yaitu :*
a. Aghaba bi Nafsih
Ialah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan orang yang
meninggal dunia tanpa diselingi orang perempuan.*’ “Kaidah ashaba bi
nafsih, hanya terjadi pada orang lelaki dan tidak terjadi pada orang
perempuan, kecuali perempuan yang memerdekakan hamba sahaya.
b. Ashaba Bil Ghair
Yakni seorang atau kelompok anak perempuan bersama seorang
atau sckelompok anak laki-laki.*® “Kaidah ashaba bil ghair yaitu setiap
perempuan yang berhak memperoleh bagian separoh (1/2) jika sendirian
dan dua pertiga (2/3) jika duva orag atau lebih dapat menjadi ashaba
dengan saudara laki-laki.*’
c. Ashaba Ma’al Ghair
Yakni seorang atau sekelompok saudara perempuan, baik
sckandung maupun sebapak, yang mewarisi bersama-sama dengan
seorang atau sekelompok anak perempuan atau cucu perempua pancar

laki-laki, manakala tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, yang

4 Suparman Usman, Figih Mawaris, 74.
“ Muslich Maruzi, Pokok-Pokok Ilmu Waris, (Semarang: Mujahiddin, 1981), 27-28.
% Dian Khoirul Umam, Figih Mawaris, untuk IAIN, STAIN, PTAIS, 79.
46 .
Ibid, 71.
47 Ibid,, 96.
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menjadikan sebagai ahli waris ashaba bil ghair.*® Dikatakan oleh Imam

Al-Bazuri dalam kitabnya Hasyiyah ala Asy-Syansyury yang berbunyi :
u\.:,a.;.::%.;;“ ul...augu‘ ol Q\J

Artinya : “Saudara perempuan jika bersama anak perempuan, maka mercka
akan menjadi ashaba ma’al ghair”*

Munasakhat menurut bahasa artinya memindah atau menyalin.*
menurut istilah yakni wafatnya salah seorang ahli waris sebelum pembagian
harta warisan sehingga bagiannya berpindah kepada ahli waris yang lain.*!
Bentuk-Bentuk Munasakhat yaitu: a. Ahli waris mayat kedua adalah ahli waris
mayat pertama, tidak ada ahli waris waris lain dan juga tidak terdapat
perubahan identitas status ketika menjadi ahli waris mayat kedua, b. Ahli
waris mayat kedua adalah ahli waris mayat pertama dan tidak terdapat ahli
waris lain, hanya saja terjadi perubahan identitas status ketika menjadi ahli
waris mayat kedua, c. Sebagian ahli waris mayat kedua adalah ahli waris

mayat pertama.””, d. Ahli waris mayat kedua tidak termasuk ahli waris mayat

pertama, yakni selurubnya pendatang baru.

* Suparman Usman, Figih Mawaris, 78-79.

4 Muhammad Ali As-Shabuni, Hukum Waris Dalam Syariat Islam, (Dahlan, Jimu Mawaris),
(Bandung: Diponegoro, 1995), 95.

*® 1bid., 190.

! Ibid, 191.

52 Syuhada’ Syarkun, Zimu Fardid, 165-172.
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F. Ahli Waris Pengganti
1. Pengertian ahli waris pengganti

Menurut Hazairin ahli waris dibedakan menjadi dua cara :
1) Bedasarkan hubungan darah, kelompok ini dibagi menjadi empat
kelompok keutamaan secara berurutan, yaitu:
a. Orang tua, anak dan ahli waris pengganti anak,
b. Orang tua, saudara dan ahli waris pengganti saudara,
c. Orang tua,
d. Ahli waris pengganti orang tua.

2) Bedasarkan perolehan saham, dibedakan kepada orang yang mendapat
bagian pasti (Zawil Faraid) dan ahli waris yang mendapatkan bagian
sisa (bagian) terbuka, Zawil garabat), dan ahli waris pengganti
(Mawali).

Untuk lebih jelasnya, berikut akan dijelaskan pemikiran Hazairin
tentang ahli waris pengganti, namun terlebih dahulu dijelaskan pengertian ahli
waris pengganti menurut al-Quran surat an-Nisa’ ayat 33 yang mungkin
diterjemahkan lain oleh Hazairin. Yang berbunyi “ dan untuk tiap-tiap orang
telah kami adakan ahli-ahli bagi apa yang ditinggalkan” memberi penjelasan
dan penegasan tiap-tiap barang telah mempunyai bagian masing-masing ahli

waris. Di dalam Tafsir Al-Azhar juz 5 kalimat Mawaallya diartikan sebagai



keluarga yang akan menerima waris.”®> Di dalam al-Quran juga banyak ditemui
kata Mawaally yang merupakan jamak dari Maula. Dalam kata ini pokok

katanya adalah Wilayaah.

L L

“Al-Maula; Al-Qaribu. Artinya Maula itu adalah orang yang terkarib

kepadamu, sebagai anak paman (Tbau ‘Am) dan sebagai” **

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa; pengertian Mawaally
dalam hal kewarisan yaitu segala harta ibu-bapaknya atau karib kerabat (anak,
istri, suami, saudara dan sebagainya) sudah ada Mawaally (bagian masing-
masing) karena dalam al-Quran sudah ditetapkan. Dari pengertian Mawaally
diatas, Hazairin melakukan penafsiran dan ijtihad yang berbeda yaitu Hazairin
mencetuskan sistem kewarisan Islam Bilateral ini berdasarkan hasil
studinyamengenai hukum figh Ah/ussunnah yang telah lama masuk di
Indonesia, akan tetapi tetap saja terjadi satu konflik antara hukum figh dengan
Hukum adat. Hal ini terjadi karena figih AA/ussunnah terbentuk dalam suatu
masyarakat Arab yang bersendikan sistem Patrilinial, yang pada waktu itu
ilmu mengenai bentuk-bentuk kemasyarakatan di dunia ini berkembang

sechingga mujtahid-mujtahid Ah/ussunnah juga belum memperoleh bahan-

53 Hamka, Tafsir Al-Azar (juz 5), (PT. Al-Ma’arif: Jakarta, 1994), 41.
3 Ibid, 41.
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bahan yang lengkap sebagai pembanding mengenai berbagai sistem kewarisan
yang dapat dijumpai dalam berbagai bentuk masyarakat.

Walaupun sistem kewarisan menurut Ah/ussunnah bercorak Patrilinial,
akan tetapi tetap saja terjadi suatu konflik apabila sistem kewarisan tersebut
diterapkan dimasyarakat Patrilinial yang ada di Indonesia, apalagi terhadap
masyarakatyang Matrilinial maupun yang Parental.”” Hazairin menyebut ahli
waris pangganti dengan Mawalliy°. Kata Mawalliy berarti pengganti,
pengganti bukan esensi, maka tidak mandiri. Jika diartikan dengan istilah
4awil arham yang berdiri sendiri sebagai selain zawi/ faraidh dan ashaba, maka
makna Mawalliy telah mengalami pergeseran. Dengan demikian yang
dimaksud ahli waris pengganti adalah orang-orang yang menjadi ahli waris
karena menempati kedudukan ahli waris yang mati sebelum pewaris walaupun
ada ahli waris penghijab, dan kedudukannya adalah seperti ahli waris yang
diganti.“;T Ketentuan tentang ahli waris pengganti ini di dasarkan pada surat
an-Nisa’ ayaf 33.

Hazairin berpendapat bahwa Allah menjadikan mawalf untuk si fulan
adalah bahwa bagian si fulan, yang akan diperolehnya seandainya dia hidup,
dari harta peninggalan tersebut dibagi-bagi kepada mawali, bukan sebagai ahli

waris tetapi sebagai ahli waris bagi ibunya atau ayahnya yang meninggalkan

% Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur’an dan Hadits, (Tintamas: J akarta
1982).1.

5 Ibid., 32.

57 pbid., 39.
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harta itu. dengan demikian nyatalah mawali itu adalah ahli waris karena
penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi
penghubung antara dia dengan si pewaris. Dengan demikian nyatalah pula
bahwa mawali itu juga termasuk dalam pengertian agrabun. Dengan demikian,
Hazairin telah membuktikan bahwa al-Quran mengenal garis pokok
penggantian yaitu dalam surat an-Nisa ayat 33.%®

Mengenai perkataan ahli waris pengganti itu sendiri, Hazairin peroleh
dari perbendaharaan Hukum adat Indonesia. Hazairin mengatakan bahwa:
“Garis pokok penggantian tidak ada sangkut pautnya dengan ganti-mengganti.
Dia hayalah cara untuk menunjukan siapa-siapa ahli waris, tiap-tiap ahli waris
berdiri sendiri sebagai ahli waris. Dia bukan menggantikan ahli waris yang
lain, sebab penghubung yang tidak ada lagi itu bukan ahli waris, sehingga soal
Representasi (perwakilan) ataupun Substitusi (pengganti) tidak ada disini”.>®

Ahli waris pengganti menurut bahasa adalah “mawali” artinya ahli
waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang
tadinya diperoleh orang yang digantikannya, tetapi orang yang digantikan itu
meninggal lebih dulu dari pada pewaris.*® Mawali merupakan ahli waris,
pergantian yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi hubungan antara

mereka dengan pewaris, dengan kata lain mereka merupakan orang yang

%8 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur’an dan Hadits, 27.

% Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksannan Hukum Kewarisan Menurut Hukum Perdata
BW, Jakarta, Sinar Grafika, 1994), 39.

® St. Rahma, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam”, 9.
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menggantikan kedudukan orang sebagai ahli waris, pergantian tersebut terjadi
karena tidak adanya ahli waris yang seharusnya.®'

Pengertian ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam tidak sama
dengan ahli waris pengganti di dalam hukum adat atau hukum waris barat
(B.W.), yang pada pokoknya memandang ahli waris pengganti adalah
keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Ahli waris pengganti
adalah ahli waris yang haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris
tertentu dan tidak selalu merupakan keturunan dari ahli waris yang
digantikannya. Oleh sebab itu, sejumlah ahli figih menyebutkan bahwa hukum
waris Islam tidak mengenal pergantian kedudukan.®

Ahli waris karena pergantian mengambil alih saham yang seharusnya
menjadi hak dari orang yang digantikannya. Hal ini tidak mewarisi karena
dirinya sendiri melaikan dia selalu mengambil alih hak yang seharusnya
menjadi saham dari ahli waris mengubungkan dia dengan pewaris. Di dalam
hukum adat ahli waris penggantian adalah untuk menentukan siapa-siapa saja
yang berhak mewarisi dalam satu kelompok keutamaan.*> Dari beberapa
definisi mawali dapat disimpulkan bahwa ahli waris pengganti bisa berstatus

ahli waris, dengan alasan bahwa seorang pengganti disebut ahli waris yang

8! Sukris Samardi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Trapsformatif, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 1997), 46.

62 Otje Salman dan Mustofa Hanffas, Hukum Waris Islam, 57.

8 M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksaan Hukum Kewarisan Menurut Hukum BW, 126.
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berhak menerima warisan.* Kemudian Hazairin menetapkan ahli waris
pengganti di dalam surat an-Nisa’ ayat 33. yang berbunyi :
> 2 » . g ~“‘, ¢ — ,/:&"', 11 ”: € P T ”” “2 -
el ode ol Zos 85 ol 5 L U5 Ler J&=)3
P - s o 3 ‘e . rd P 3 . e
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Artinya : “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu
bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya dan
(jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan
mereka, maka berilah kepada mercka bahagiannya. Sesungguhnya
Allah menyaksikan segala sesuatu”. (Q.S. an-Nisa’ : 33).%
Pengertian ahli waris pengganti dalam hukum adat di Indonesia yang
dijadikan acuan oleh Hazairin adalah orang-orang yang hubungannya dengan
pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi telah meninggal lebih dahulu dari pada
pewaris. Dan seandainya ahli waris itu masih hidup maka kehadiran ahli waris
pengganti tidak diperhitungkan. Misalnya kakek-cucu, diselingi oleh anak.®
2. Penggantian (mawali) menurut undang-undang ada tiga macam yaitu:
a. Penggantian dalam garis lonceng ke bawah
Penggantian ini terjadi dengan tiada batasnya.®’ Setiap anak
yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh semua anak-anaknya,
begitu juga dari pengganti-pengganti itu ada salah satu yang meninggal

lebih dahulu lagi, ia digantikan oleh anak-anaknya dan seterusnya

% St. Rahma, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam”, 10.
5 Ibid., 112.
% Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum

Nasional, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005), 81.

%7 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, 266.
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dengan tiada batasnya dan ketentuannya bahwa segenap turunan dari
satu orang yang meninggal lebih dahulu harus dianggap sebagai suatu
“cabang” dan bersama-sama memperoleh bagian orang yang mereka
gantikan.
b. Penggantian dalam garis samping

Dimana tiap saudara si meninggal baik sekandung maupun
saudara tiri, jika meninggal lebih dahulu, digantikan oleh anak-
anaknya. Penggantian ini dapat dilakukan dengan tiada batasnya.

c. Penggantian dalam garis ke samping

Hal yang tampil sebagai ahli waris anggota-anggota keluarga
yang telah jauh tingkat hubungannya dari pada seorang saudara
misalnya keponakan seorang paman tau keponakan.*®* Dalam undang-
undang Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti yang
tercantum di dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :° Ahli
waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mercka yang
tersebut dalam Pasal 173 (Pasal 185 ayat 1). Bagian ahli waris
pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat
dengan yang digantikannya (Pasal 185 ayat 2).

3) Bagian ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam
Al-Quran telah ditentukan bagian masing-masing ahli waris, mulai

dari l/2, ',3, '/4, '/6, l/g, dan %; atau ashaba. Menurut ketentuan bagian anak

perempuan, mendapatkan bagian bermacam-macam, 1/2 bila hanya sendiri,

% M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Hukum Perdata BW,
(Sinar Grafika: Jakarta, 1994), 84-85.
® Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum, Islam, 58
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2/3 bila dua orang atau lebih, dan ashaba bil ghair bila bersama anak laki-laki
dan ini bisa dijelaskan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Dengan
demikian bagian ahli waris pengganti tidak disebutkan dengan jumlah pasti
jumlah bagiannya karena disesuaikan dengan jumlah bagian ahli waris yang
digantikannya.

Bagian masing-masing ahli waris sudah dijelaskan dalam al-Quran dan
al-Hadis. Namun boleh saja pembagiannya tidak sesuai dengan al-Quran dan
al-Hadis, jika terjadi kesepkatan masing-masing ahli waris setelah mereka
menyadari bagiannya. Para ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam
nash (al-Quran dan al-Hadis) yang memberikan petunjuk namun dalam
kenyataannya masyarakat sering melakukan dengan cara perdamaian.

4) Kedudukan ahli waris sebagai ahli waris pengganti

Hukum kewarisan Islam di samping memuat ahli waris dengan
kedudukan tertentu dan bagian yang telah pasti ada juga diantara mereka ahli
waris yang tidak disebutkan bagiannya secara pasti seperti anak laki-laki dan
saudara laki-laki kandung dan ayah. Jadi kehadiran Kompilasi Hukum Islam
sudah lama dinantikan oleh umat Islam di Indonesia, karena merupakan
payung hukum yang mengakui kedudukan dan hak ahli waris pengganti untuk
menerima warisan dari pewaris. Hak mereka diakui sebagai ahli waris, karena
menggantikan posisi orang tuanya yang meninggal terdahulu sebelum

pewaris meninggal. Dengan dipahami ahli waris pengganti adalah upaya
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untuk lebih mengukuhkan kemaslahatan umat Islam, atau dengan kata lain
bahwa kelembagaan ahli waris pengganti sudah merupakan suatu tuntutan
guna memenuhi rasa keadilan terhadap ahli waris (cucu) yang orang tuanya
meninggal lebih dahulu dari pewaris. Adanya penetapan penggantian ahli
waris, bertujuan untuk mengatasi keterhalangan menerima warisan, sehingga
ahli waris pengganti yang seharusnya tersingkir dari kewarisan dapat
merasakan nikmatnya harta peninggalan dari kakek atau neneknya.” Jadi
dapat disimpulkan tentang status ahli waris pengganti yaitu menempati
posisi ahli ahli waris, karena ia menggantikan posisi ahli waris yang sejati
yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Dengan statusnya sebagai
ahli waris, maka ia berhak menerima warisan sama dengan banyaknya

warisan yang akan diterima oleh ahli waris yang digantikannya.”"

7 St. Rahma, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam”, 11-12.
n g
Ibid, 13.



BAB III
BAGIAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA MALANG

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang
1. Sejarah Pengadilan Agama Malang'
Pengadilan Agama Malang pada saat itu bertempat di Jl. Merdeka

barat No. 3 Malang. Perkembangan selanjutnya Pengadilan Agama pindah ke
rumah ketuanya di JI. Klojen Ledok Malang. Kemudian memiliki kantor
sendiri di Jl. Batara Gang Kecamatan No. 10. K.H.A Ridwan akhirnya
memasuki masa pensiun dan diganti oleh K.H. Ahmad Muhammad dan
selanjutnya secara bersurutan yang menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama
Kota Malang adalah K.H. Moh. Zaini, K.H. Moh Anwar, K.H. Masykur.

Dalam perkembangan Pengadilan Agama Malang dipisah menjadi dua
yaitu Pengadilan Agama Kabupaten yang terletak di Kepanjen dan Pengadilan
Agama Kotamadya Malang yang terletak di Jl. R.P. Suroso No. 1 Malang.
Pada saat ini Pengadilan Agama Kota Malang diketuai oieh DK. H. Imron

Rosadi, M.H. dan wakil ketuanya adalah Drs. H. Masykur, M.H.

2. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Malang

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat bagan stuktural dibawah ini :

"Munasik, Wawancara, Sidoarjo, 1 Juni 2012.
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Ketua
Wakil Ketua
Hakim

1. H. Muh. Djamil, SH. H.
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: DR. H. Imron Rosadi, MH.

: Drs. H. Masykur, MH.

6. Syamsul Arifin, SH.

2. Dra. Hj. Suryawati Pasaribu, MH. 7. Drs. Lukman Hadi, MH.

3. Drs. Arifin, MH.

4. Dr. H. Faisol H.SH, MH.

5. Drs. Hj. Masnan Ali
Panitra / Sekertaris

Wakil Panitera

Wakil Sekertaris

Panitera Muda Gugatan
Panitera Muda Permohonan
Panitera Muda Hukum
Kasubag Kepegawaian
Kasubag Keuangan

Kasubag Umum

8. Drs. Munasik, MH.

9. Dra. Sriyani, MH.

: Drs. H. Syaichurozi, SH.

: Zainuddin, SH.

: Drs. Agus Widyo Susanto, SH.
: Dra. Hj. Umroh Fatmawati

: Djazilatur Rachmah, SH.

: Kasdulah, SH., MH

: Andi Risa Nur Agustini, SH

Kelompok Fungsional Kepaniteraan

Panitera Pengganti
1. H. Zaenuddin, SH M.

2. Djazilatur Rachmah, SH

6. Khoirudin, SH

7. Hj. Mustiyah, SH
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3. Dra. Hj. Umroh Fatmawati 8. Ery Handini, SH

4. Kasdulah, SH 9. Ruba’iyah, SH

5. Nur Chayaningsih, SH 10. Yunita Eka Widyasari, SH.
Panitera Juru Sita Pengganti : Eris Yudo Hendarto, SH?

3. Kedudukan Pengadilan Agama Malang
Pengadilan Agama Kota Malang terletak di JI. Raden Panji Suroso

No. | kelurahan Kecamatan Blimbing Kota Malang. Secara astronomis
Pengadilan Agama Malang memepunyai kedudukan antara 750 — 802’ LS
dan1126’ — 127° BT. Sedangkan secara geografis batas wilayahnya adalah
sebagai berikut :
» Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis
» Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
» Sebelah Selatan  : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
» Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau
Di kota Malang terdapat 5 (lima) Kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan
Kedungkandang, 2. Kecamatan Klojen, 3. Kecamatan Blimbing, 4.
Kecamatan Lowokwaru, 5. Kecamatan Sukun. Selain 5 (lima) kecamatan
disebut di atas, yuridiksi Pengadilan Agama Malang “menjangkau” Kota

Batu. Bedasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73

? Data diambil dari arsip Pengadilan Agama Malang, 12 Juni 2012.
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tanggal 09 Maret 1993 Pengadilan Agama ini memepunyai status sebagai

Pengadilan Agama Kelas IA.

B. Putusan Pengadilan Agama Malang tentang Bagian Ahli Waris Pengganti
1. Deskripsi Putusan Pentang Bagian Ahli Waris Pengganti di Pengadilan
Agama Malang

Bedasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor :
301/Pdt.G/2011/PA. Mlg. Permohonan didaftarkan pada tanggal 14 Februari
2011 dan diakhiri pada tanggal 13 Desember 2011. Perkara ini di proses 11
bulan dihitung semenjak bulan Februari sampai Desember. Permohonan
diajukan para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Malang dalam register Nomor: 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

Telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki bernama Pak
Jahmoen alias Yahmoen dengan seorang perempuan bemama Ibu Sriati.
Kemudian dari hasil perkawinannya tersebut mercka dikaruniai 4 (empat)
orang anak laki-laki dengan nama sebagai berikut :

1) Sujarwo, yang kemudian menjadi Penggugat I

2) Janu Iswadi (alm)

3) Sugiarso yang dalam hal berperan sebagai Penggugat II

4) Suko Harsono, SH. yang dalam hal ini berperan sebagai Tergugat I
Kemudian tepat pada tanggal 26 Mei 1982 Pak Jahmoen alias

Yahmoen (alm) meninggal dunia, dan selang beberapa tahun isterinya juga
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meninggal dunia Ibu Sriati (alm) tepat pada tanggal 28 Oktober 1998.
Kemudian salah satu anak dari Pak Jahmoen alias Yahmoen (alm) dan Ibu
Sriati (alm) yang bernama Janu Iswadi telah meninggal dunia pada tanggal 06
Februari 2003. Namun, sebelum Janu Iswadi (alm) meninggal dunia, ia sempat
menikah dengan seorang wanita bernama Suwarni (yang dalam hal ini berperan
sebagai Tergugat I'V), dan dari hasil perkawinannya mereka dikarunia dua anak
perempuan yang bernama bernama :

1) Lintang Ayu Iswarini (Tergugat II)

2) Arestu Dwi Yanuarlita I (Tergugat 1.’

Pak Jahmoen alias Yahmoen (alm) dengan Ibu Sriati (alm) selain
meninggalkan ahli waris tersebut di atas, ia juga meninggalkan harta warisan
berupa sebidang tanmah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah
sertifikat hak milik No. ..., gambar situasi tanggal 8 September 1986 No. ...
dengan luas 204 M2, yang terletak di kelurahan Bunulrejo, Kecamatan
Blimbing. Bahwa secara fisik obyek sengketa ditempati oleh para Tergugat
dan sebagai anak-anak dan isteri dari Janu Iswadi adik kandung Penggugat dan
kakak kandung Penggugat dan Tergugat 1. Pada tanggal 23 Januari 2011, para
Penggugat dan para Tergugat sepakat untuk membagi harta warisan secara
kekeluargaan dengan perincian bagian masing-masing yaitu :

1. Sujarwo mendapat bagian 47.79 M2,

3 Ibid, 2.
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2. Janu Iswadi yang diwakili oleh anak-anaknya mendapat bagian 50.49 M>,
3. Sugiarso mendapat bagian 47.79 M2,
4. Suko Harsono, SH mendapat bagian 50.49 M2,

Namun Tergugat I keberatan, padahal obyek sengketa ini minta
dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena salah satu
saudara kandung Tergugat 1 dan Penggugat I yaitu Penggugat II menderita
sakit strok sehingga butuh biaya pengobatan. Akan tetapi Tergugat I tidak
mempunyai i’tikat baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan karena
setelah Tergugat I menolak pembagian warisan tersebut, para Penggugat sudah
meminta kepada Tergugat I agar mau membeli obyek sengketa 2 guo namun
selalu ditolak oleh Tergugat I tanpa alasan yang jelas. Atas tindakan Tergugat
I yang tidak mau dengan jumlah bagian harta warisan tersebut, kemudian
berakibat kepada Tergugat II, III dan [V yang tidak mau membagikan kembali
sesuai dengan surat pernyataan bersama yang dibuat tanggal 23 Januari 2011.

Bahwa Tergugat IV ikut dijadikan sebagai subyek hukum dalam
perkara ini karena Tergugat IV mempunyai hak waris atas harta peninggalan
suaminya yaitu Janu Iswadi, dan secara fisik Tergugat IV bersama-sama
dengan Tergugat II dan Tergugat III ikut menempati obyek sengketa. Oleh
karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat dan meyakinkan, sehingga
berdasarkan pasal 180 HIR, 191 R.Bg, maka putusan dalam perkara ini dapat

dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan
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supaya hukum lainnya (uifvoerbaar bij voorraad).* Pada perkara ini sudah
diputuskan dan dinyatakan sudah inkrah (sudah berbadan atau berkekuatan

hukum).

Putusan Pengadilan Agama Malang Tentang Bagian Ahli Waris Pengganti

Dari pertimbangan tersebut, Majelis Pengadilan Agama
memutuskan atau memberikan putusan perkara sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.

2. Menyatakan Sujarwa/Penggugat I, Janu Iswadi (alm), Sugiarso/Penggugat
II dan Suko Harsono, SH/Tergugat I adalah anak sah dan ahli waris dari Pak
Jahmoen alias Yahmoen dan Ibu Sriati.

3. Menyatakan Sujarwa/Penggugat I, Janu Iswadi (alm), Sugiarso/Penggugat
II dan Suko Harsono, SH/Tergugat I adalah mempunyai hak waris atas harta
peninggalan dari dari Pak Jahmoen alias Yahmoen dan Ibu Sriati

4. Menyatakan bahwa Suwarni/Tergugat I'V adalah isteri sah dari Janu Iswadi
(alm).

5. Menyatakan Tergugat Il/Tergugat II, Tergugat III/Tergugat III adalah anak
sah dari Janu Iswadi dengan Suwarni/Tergugat IV.

6. Menyatakan Tergugat II/Tergugat II, Tergugat IIl/Tergugat III dan

Suwarni/Tergugat IV adalah ahli waris pengganti dari Janu Iswadi

* Ibid, 5.
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(almMenyatakan Harta Warisan/obyek sengketa berupa: Sebidang Sebidang
tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah Sertifikat Hak Milik
No. ......... , Gambar Situasi tanggal 8-10-1986 No. 2422 dengan luas 204
M2, yang terletak di kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota
Malang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Kampung/Gang.

Sebelah Timur : jalan Hamid Rusdi Gang II.

Sebelah Selatan : Halan Hamid Rusdi.

Sebelah Barat : Rumah Pak Ismail.

Adalah harta warisan peninggalan Pak Jahmoen alias Yahmoen dan ibu
Sriati (almh).

7. Menetapkan agar membagi harta warisan peninggalan Pak Yahmoen alias
Yahmoen dan Ibu Sriati (almh) kepada para Penggugat dan Para Tergugat
sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau membagi harta
warisan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari Pak Yahmoen alias
Yahmoen dan Ibu Sriati (almh) adalah perbuatan melawan hukum.

9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja agar secara sukarela untuk
membagikan obyek sengketa/harta warisan tersebut kepada Para Penggugat
sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, apabila keberatan dapat

dieksekusi dengan menggunakan alat Negara/Kepolisian.
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10. Menghukum Para Tergugat agar memberikan ganti rugi material dan
immateriil sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar nol dua puluh juta
rupiah).

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)
kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari
keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperolch
kekuatan hukum tetap (inckrah).

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya
(uitvoerbar bij voorrad).

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini.

Peradilan reformasi yang baik dan mulia kami mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian putusan ini diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 13 Desember 2011 Maschi atau
bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1433 Hijriyah. Oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Malang.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian.

2. Menyatakan, almarhum Jahmoen alias Yahmoen telah meninggal dunia pada

tanggal 26 Mei 1982.
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3. Menetapkan, bahwa ahli waris dari almarhum Jahmoen alias Yahmoen

adalah:

3.1. Penggugat(Penggugat-I).

3.2. Stergugat (Penggugat-II).

3.3. Suko harsono, SH. bin Jahmoen alias Yahmoen (Tergugat-I).
3.4. Janu Iswadi bin Jahmoen alias Yahmoen (almarhum).

4. Menetapkan, Janu Iswadi bin Jahmoen alias Yahmoen meninggal dunia pada
tanggal 06 Pebruari 2003 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris
oleh 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu Tergugat II (Tergugat II) dan
Arestu Dwi Yanuarlita I binti Janu Iswadi (Tergugat-III) serta seorang isteri
yaitu Suwarni.

5. Menetapkan, bahwa obyek perkara yang dikuasai oleh Tergugat-II,
Tergugat-III dan Tergugat-IV berupa: Sebidang tanah pekarangan di atasnya
berdiri bangunan rumah Sertifikat Hak Milik No. 884, Gambar Situasi
tanggal 8-10-1986 No. 2422 dengan luas 204 M2, yang terletak di kelurahan

Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Kampung/Gang.
Sebelah Timur : jalan Hamid Rusdi Gang II.
Sebelah Selatan : Halan Hamid Rusdi.

Sebelah Barat : Rumah Pak Ismail.
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adalah harta warisan almarhum Jahmoen alias Yahmoen yang belum
dibagi waris.

6. Menetapkan bagian para ahli waris yang berhak atas harta warisan (tirkah)
almarhum Jahmoen alias Yahmoen adalah sebagai berikut:

6.1. Penggugat (Penggugat-I) memperoleh 1/4 bagian dari harta warisan.

6.2. Stergugat (Penggugat-I1I) memperoleh ' bagian dari harta warisan.

6.3. Suko Harsono, SH. bin Jahmoen alias Yahmoen (Tergugat-I)
memperoleh % bagian dari harta warisan.

6.4. Janu Iswadi bin Jahmoen alias Yahmoen memperoleh ' bagian dari
harta warisan.

7. Menetapkan % bagian dari Janu Iswadi bin Jahmoen alias Yahmoen dari
harta warisan tersebut jatuh menjadi harta warisan Janu Iswadi bin Jahmoen
alias Yahmoen dan diberikan kepada ketiga ahli warisnya, yaitu Suwarni
(isteri) memperoleh 1/8 bagian dan kedua anak perempuan yaitu Tegugat Il
(Tergugat II) dan Arestu Dwi Yanuarlita I binti Janu Iswadi (Tergugat-III)
memperoleh sisa setelah dikurangi 1/8 dari bagian isteri.

8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak
daripadanya untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak dan dibagi
sebagaimana bagiannya masing-masing (poin 6 dan 7).

9. Menghukum kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menjalankan

putusan ini baik secara natura maupun in natura.
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10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
dihitung sebesar Rp. 2.241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu

rupiah).”’

3. Hukum Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Memutuskan Bagian Ahli
Waris Pengganti No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg

Berdasarkan hasil wawancara dalam putusan tentang bagian ahli
waris pengganti yang telah dilakukan oleh penulis dengan beberapa hakim
Pengadilan Agama Malang selaku informan dalam penelitian ini, maka
paparan data mengenai dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara
tentang bagian ahli waris pengganti, yaitu 2 (dua) anak perempuan
mendapatkan bagian ashaba, sebagaimana pernyataan dari Drs. Munasik, MH
(Hakim) berdasarkan Pasal 181 KHI yang menyatakan bahwa bila seorang
meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah maka saudara laki-laki
dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat '/ bagian. Bila
mereka dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat '/
bagian. Hal ini memang tidak dijelaskan secara tegas, tetapi dapat dipahami
secara a contrario, apabila ternyata ada anak, baik laki-laki maupun
perempuan, maka saudara laki-laki maupun saudara perempuan tidak

mendapatkan bagian harta warisan. Hal ini sejalan dengan Putusan

5 Ibid, 30-32.



Mahkamah Agung RI yang isinya “anak laki-laki maupun perempuan serta
keturunannya menghijab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan
keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya”.’.
Dan majelis hakim juga mengambil pendapat ulama Syiah Imamiyah yang
memahami kata walad disini dalam arti anak laki-laki dan anak perempuan,
menurut paham ini anak perempuan sebagaimana anak laki-laki, menutup
hak saudara laki-laki dan saudara perempuan.’

Dr. H. Faishol Hasanuddin, SH. MH (Hakim) menyatakan bahwa
bagian ahli waris pengganti yang terdiri dari 2 (dua) anak perempuan
mendapatkan bagian ashaba. Dengan dasar hukum Yurisprudensi tetap yang
tercatat dalam putusan Mahkamah Agung RI, yaitu putusan Mahkamah Agung
No. 86K/AG/1994 tanggal 20 juli 1995, No. 184K/AG/1994 tanggal 30
September 1996, dan No.327/K/AG/1997 tanggal 26 juli 1998.® Dalam
Yurisprudensi ini, penggunaan kata walad tidak hanya bagi laki-laki, namun
juga berlaku bagi perempuan. Serta majelis hakim membagi harta itu dengan
cara sebagai berikut pertama : ditentukan siapa saja yang yang berhak menjadi
ahli waris, kedua : dari ahli waris yang ada, siapa yang berhak mendapatkan

dan siapa yang tidak mendapatkan, ketiga : ditetapkan besarnya bagian para

¢ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edidi Revisi 2010.

7 Munasik (Hakim PA Malang), Wawancara, Malang, 12 Juni 2012.

¥ Dalam Praktek Peradilan mempunyai Ketentuan Yang Menjadi Acuan Tersendiri Yaitu
Yurisprudensi Tetap Tercatat dalam Tiga Putusan Mahkamah Agung RI.
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ahli waris yang berhak. Maksudnya dari ketiga cara tersebut dapat dijabarkan
dengan pembagian seperti ini, istri mendapatkan 1/8, dua anak perempuan
mendapatkan 2/3 dan sisanya dikasihkan lagi kepada dua anak perempuan.
Dalam huknm waris Tslam disebut pembagian harta pusaka secara radd. Serta
majelis hakim menjelaskan bahwa dalam pembagian ini bisa dikatakan ahli
waris pengganti (plaatsvervuling) yang dikenal dalam KUHPerdata dengan
memposisikan ahli waris pengganti sama halnya dengan yang digantikannya,
serta dijelaskan pada pasal 185 ayat (1) KHI yang berisi ahli waris yang
meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat
digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 dan
bisa disebut munasakhat karena kematiannya berurutan sesuai dengan
levelnya dan harta tersebut belum dibagi sama sekali jadi pembagian tersebut

dilakukan dua kali’

® Faishol Hasanuddin (Hakim PA Malang), Wawancara, Malang, 12 Juni 2012.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP BAGIAN AHLI WARIS PENGGANTI DI PA
MALANG PERKARA NO. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg

A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Malang dalam Memutuskan Perkara No.
301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang Bagian Ahli Waris Pengganti

Dalam memutuskan suatu perkara, majelis hakim Pengadilan Agama
Malang yang menangani tentang bagian ahli waris pengganti 2 (dua) anak
perempuan mendapatkan ashaba, harus mempunyai dasar-dasar hukum yang
dipakai sebagai acuan dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar tidak
merugikan salah satu pihak yang berperkara. Majelis hakim Pengadilan Agama
Malang mengabulkan gugatan para penggugat sebagian, dan menetapkan
bahwa ahli waris (alm) Jahmoen alias Yahmoen yaitu Sujarwo (Penggugat-I)
memperoleh % bagian dari harta warisan, Sugiarso (Penggugat-II) memperoleh
Y, bagian dari harta warisan, Suko Harsono, SH. (Tergugat-I) memperoleh Y4
bagian dari harta warisan dan Janu Iswadi (alm) memperoleh Y4 bagian dari
harta warisan. Menetapkan % bagian Janu Iswadi (alm) jatuh kepada istrinya
yang memperoleh '/g bagian dan sisanya dikasihkan kepada kedua anak
perempuannya. Serta menghukum kepada para tergugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 2.241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu

rupiah).

66
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Dalan putusan tentang bagian ahli waris pengganti 2 (dua) anak perempuan
mendapatkan ashaba, dapat dianalisa bahwa, dasar hukum yang digunakan hakim
untuk mengabulkan bagian dua anak perempuan mendapatkan ashaba
berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 181 tersebut tidak dijelaskan secara
tegas, tetapi dapat dipahami secara a confrario, yang menyatakan bila seorang
meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah maka saudara laki-laki dan
saudara perempuan seibu masing-masing mendapat '/¢ bagian. Bila mereka dua
orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat !/, bagian. Pemahaman
sebaliknya dari pasal tersebut adalah apabila ternyata ada anak, baik laki-laki
maupun perempuan, maka saudara laki-laki maupun saudara perempuan tidak
mendapatkan bagian harta warisan. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah
Agung RI. Nomor: 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang berisi “anak laki-
laki maupun anak perempuan bisa menghijab saudara (sekandung, seayah seibu)

dan seterusnya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunanya,'

B. Analisis terhadap Dasar Hukum Hakim dalam Memutus Perkara No.
301/Pdt.G/2011/PA.MIg tentang Bagian Ahli Waris Pengganti

Memutuskan tentang bagian ahli waris pengganti dua anak perempuan
mendapatkan ashaba hakim juga memakai dasar hukum Yurisprudensi tetap

yang tercatat dalam putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 86/K/AG/1994

! Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edidi Revisi 2010.
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tanggal 27 Juli 1995 (Yurisprudensi). Dalam Yurisprudensi ini, penggunaan
kata walad tidak hanya bagi laki-laki, namun juga berlaku bagi perempuan.
Jadi anak perempuan maupun anak laki-laki bisa menghijab saudara. Dalam
pembagiannya harta waris kepada ahli waris penggantinya merupakan
pembagian yang bersifat subyektif apabila ditinjau dari segi keadilan. Dalam
hal ini Pengadilan Agama Malang menentukan ahli waris pengganti (alm) Janu
yang berhak menerima harta peninggalan hanyalah seorang isteri dan dua anak
perempuan. Sedangkan saudara kandung (alm) janu menjadi terhalang oleh
anak perempuan sehingga ia tidak berhak mewarisi harta peninggalan (alm)
Janu padahal ia merupakan ahli waris dekat dengannya yang disebut ashaba.
Dan yang terakhir majelis Hakim dalam perkara ini, menyatakan
bahwa bagian ahli waris pengganti yang terdiri dari 2 (dua) orang anak
perempuan mendapatkan bagian ashaba. Menurutnya, kedudukan anak laki-
laki dan perempuan sama-sama dapat menghijab saudara, hal ini berhubungan
erat dengan pembahasan kal/a/zh. Dan juga dalam pembagiannya melalui tiga
tahap yakni, ditentukan siapa saja yang menjadi ahli waris pengganti, dari ahli
waris siapa yang mendapatkan dan siapa yang tidak mendapatkan dan
ditetapkan bagian para ahli waris yang mendapatkan. Jadi maksud tiga tahap
seperti ini membagi harta kepada ahli waris seperti 1/8 untuk isteri, 2/3 untuk
dua anak perempuan sebagai ahli waris pengganti. Serta sisanya radd

(diberikan) lagi kepada dua anak perempuannya schingga anak tersebut
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mendapat bagian ashaba. Majelis hakim juga memakai pendapat ulama syiah
imamiyah yang memaknai kata walad di sini dalam arti anak laki-laki dan anak
perempuan, bahwasannya anak perempuan menutup hak saudara laki-laki dan
saudara perempuan, karena keberadannya tidak mempengaruhi lafaq ka/alah.

Sebenarnya pembagian harta waris (alm) Janu harus diberikan kepada
isteri mendapatkan 1/8, dua anak perempuan mendapatkan 2/3 bagian (ahli
waris penggati). Serta sudah ditentukan dalam pasal 176 Kompilasi hukum
Islan, surat an-Nisa’ ayat 11 dan hadis, sisanya diberikan kepada saudara
kandung. Pembagian seperti ini bedasarkan pendapat ulama Sunni (yang
menyatakan anak perempuan tidak bisa menghijab saudara). serta memberikan
saudara kandung setelah harta tersebut dibagikan kepada isteri dan dua anak
perempuannya baru kemudian terjadilah sisa yang diterima oleh saudara
kandung yang disebut ashaba.

Dengan demikian, diketahui bahwa dalam mengabulkan bagian ahli
waris pengganti dua anak perempuan mendapatkan gshaba, majelis hakim
tidak menganalogikan tentang bagian dua anak perempuan kepada pasal 176
Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan maupun bagian yang sudah
ditetapkan dalam al-Quran surat an-Nisa’ ayat 11 dan hadis. Seharusnya,
majelis hakim memiliki pilihan alternatif terlebih dahulu sebelum memutus
perkara, yaitu dengan memberikan arahan kepada para pihak tentang bagian

ahli waris pengganti.
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Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang dipakai
majelis hakim dalam memutuskan perkara tentang bagian ahli waris pengganti
dua anak perempuan mendapat bagian ashabs, majelis hakim itu sangat
konsisten, dengan harus memberi keadilan dalam hal ini, putusan hakim itu
harus ada nilai keadialan. dan juga memakai pendapatnya ulama Syiah yang
mana saudara tidak mendapatkan bagian ashaba. Namun penulis sendiri tidak
sependapat dengan Majelis hakim karena lebih condong kepada pendapat
ulama sunni dengan alasan atau mengacu pada Pasal 176 Kompilasi Hukum
Islam, al-Quran surat an-Nisa’ ayat 11 dan hadis jadi saudara bisa mendapatka

bagian ashaba.
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Analisis Hukum Hakim Pengadilan Agama Malang No. 301/Pdt.G/2011/PA Mlg.
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C. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg. tentang
Bagian Ahli Waris Pengganti

Syariat Islam memberikan hak diantara orang yang mendapatkan
warisan itu secara tertib sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kekuatan hak
masing-masing ahli waris.” Pada hakikatnya diberlakukannya hukum waris
untuk meletakkan dasar-dasar tujuan kemaslahatan, agar masalah harta
warisan yang sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga diatasi dengan
semata-mata tunduk kepada ketentuan Illahi. Sebagaimana petunjuk

Rasulullah saw.
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Artinya : “Dari Ibu Abbas berkata : Rasulullah saw. bersabda : Bagilah harta
pusaka di antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (al-Quran) »3

Di dalam dasar hukum kewarisan tercantum dalam al-Quran surat an-

Nisa’ ayat 7,11, 12, dan 176. Dari beberapa ayat tentang kewarisan, khususnya
surat an-Nisa’ ayat 11 yang menjelaskan bagian dua anak perempuan dan surat

an-Nisa’ ayat 176 tentang bagian saudara sekandung, sebapak/ scibu

mempunyai peran penting dalam pembagian harta waris yang telah menjadi

2 A. Rahman 1. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2002), 352.

1267.

3 Abi Daud Sulaiman Al-Ash’a$ Asjatani Azri, Sunan Abi Daud, (Kairo: Darul Hadis, 275H),
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putusan Pengadilan Agama Malang diantaranya tentang penafsiran kata
“walad’ yang mempunyai interpretasi anak laki-laki dan anak perempuan.
Keputusan ini bedasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang
dengan dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 86/K/AG/1994
tanggal 27 Juli 1995 yang menyatakan bahwa anak perempuan dalam kasus ini
dapat dijadikan penghalang kepada saudara kandung. Dan mengambil pasal
181 Kompilasi Hukum Islam. Dengan pemakaian pendapat ulama syiah
imamiyah yang memberikan penafsiran tempatnya kata walad yang diartikan
sebagai anak laki-laki dan anak perempuan sehinggah kemungkinan besar baik
anak laki-laki atau anak perempuan mempunyai kedudukan amat kuat
dibandingkan dengan ahli waris lainnya. Juga dapat menghijab saudara laki-
laki kandung apabila ia bersamanya.

Adapun studi analis yang akan dibahas pada bab ini adalah tentang
bagian 2 (dua) anak perempuan mendapat bagian ashaba, untuk itu sebelum
menuju pada titik analisis ini. Agar lebih spesifik dan sistematis dalam
pembahasan ini akan menganalisis beberapa hal yang berkaitan dengan
putusan perkara ini. Dari al-Quran maupun hadis cukup jelas tentang bagian
dua anak perempuan berhak menerima 2/3 bagian. dalam hadis dan surat an-

Nisa’ ayat 11 berbunyi :

a’;,’z_— Pl $ -, "r 0’”’ 9, o s '
Gl pgd i Uy, At UGy el 00 501 L



74

Artinya  “berikanlah dua pertiganya kepada kedva anak perempuan Sa’ad dan

bagi ibu keduanya seperdelapan, selebihnya adalah untukmu’*

de
(1L ey 35 GG 5408 il 338 110 58 0.

Artinya : “.jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi
mercka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan....”. (Q.S. an-
Nisa’: 117
Untuk dapat diambil kesimpulan bahwa dua anak perempuan tidak
dapat menghijab atau menghalangi saudara kandung karena (alm)
meninggalkan seorang istri dan dua anak perempuan (sebagai ahli waris
pengganti), serta meninggalkan saudara kandung saja. Apabila dilihat dari segi
ahli waris ashaba (anak perempuan) bukan termasuk dari golongan ashaba bi
nafsi. Sebagaimana anak laki-laki dapat menerima sisa harta serta dapat secara
mutlak anak laki-laki dapat menghijab saudara kandung (alm). Dengan alasan
anak laki-laki di dalam al-Quran tidak diterangkan bagiannya apabila ia dalam
keadaan sendiri.®
Dengan demikian pewaris meninggalkan istri dan dua anak perempuan

sebagai ahli waris pengganti serta meninggalkan saudara laki-laki yang

4 Al-lmam Abul Fida Isma’il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir, (Bandrun Abu Bakar,
dkk), Jus 4 Al-Imran 29-An-Nisa’ 23, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 480.

3 Departemen Agama RI, Opcit, 116.

© St. Rahma, Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam, Opcit, 11.



75

menjadi ashaba bi nafsih setelah dua anak perempuan mengambil bagiannya.
Jadi rumusan hukum yang dapat diambil yang ada di Pengadilan Agama
Malang yakni, dua anak perempuan tidak dapat menghijab saudara baik laki-
laki-maupun saudara perempuan sekandung atau seayah, ini adalah pendapat
ulama sunni. Dan dalam masalah pembagian menurut ulama sunni sebagai
berikut isteri mendapatkan bagian 1/8, dua anak perempuan mendapatkan 2/3
sebagai ahli waris pengganti dan sisanya berikan kepada saudara kandung.
Dengan demikian, menurut analisis pendapat penulis bahwa
kesimpulan majelis hakim Pengadilan Agama Malang dalam memberikan
bagian dua anak perempuan mendapatkan ashaba sudah adil,’ karena melihat
kedudukan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berbunyi “anak laki-laki
maupun anak perempuan bisa menghijab saudara (sekandung, seayah seibu)
dan seterusnya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunanya”
bagi hakim untuk memutuskan perkara.® Namun penulis tidak sependapat
dengan hakim, karena penulis lebih memakai dasal pada Pasal 176 Kompilasi
Hukum Islam dan surat an-Nisa’ ayat 11 dan hadis serta hukum Islam

pemahaman ulama sunni.

7 Praktek Peradilan menggunakan ketentuan tetap yang menjadi Acuan yaitu Yurisprudendi
Mahkamaha Agung RI, dan prinsip-prinsip hijab mahjub menurut KHI dan Yurisprudensi. Kompilasi
Hukum Islam membedakan saudara Seibu dari saudara seayah dan sekandung (Pasal 181 dan 182
KHI). Perkembangan Yurisprudensi MARI menyamakan kedudukan saudara seibu dengan saudara
sekandung atau saudara seayah, mereka mendapatkan gshaba secara bersama-sama dengan ketentuan
saudara laki-laki mendapatkan dua kali bagian saudara perempuan.

¥ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agamas, Buku I, Edidi Revisi 2010.
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BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian dan penjelasan vang telah dipaparkan pada bab-

bab sebelumnya, dapat disimpulkan dari permasalahan yang diambil tentang

bagian ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Malang, sebagai berikut :

1.

Dasar putusan hakim Pengadilan Agama Malang dalam mengabulkan
bagian ahli waris pengganti No. 301/Pdt.G/2011/PAMlg. Dua anak
perempuan mendapat bagian ashaba adalah Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI Nomor: 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995.

Dasar hakim dalam memutuskan perkara mendasar pada Pasal 181
Kompilasi Hukum Islam, Sehingga dalam pembagian harta waris ini
nampak ketidak berlakuan kedudukan saudara kandung sebagai ashaba
karena digantikan oleh anak perempuan yang kedudukan setara dengan
anak laki-laki. Dan majelis hakim tersebut sejalan dengan pendapat ulama
Syiah Imamiyah yang menafsirkan kata walad bukan hanya anak laki-
laki tapi juga anak perempuan, sehingga saudara bisa terhijab.

Bedasarkan analisis hukum Islam putusan Pengadilan Agama Malang No.
301/Pdt.G/2011/PAMIlg ashaba, sudah adil karena majelis hakim lebih
memakai Yurisprudensi dan lebih condong pada pemahaman hukum

Islam ulama Syiah Imamiyah. Bahwa sebenarnya dua anak perempuan

77
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mendapat bagian 2/3 sebagai ahli waris pengganti sudah dijelaskan pada
Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. dalam surat an-Nisa’ ayat 11 dan

hadis serta lebih condong kepada subtansi hukum Islam ulama sunni.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan bedasarkan
kesimpulan-kesimpulan di atas sebagai berikut

1. Hendaknya majelis hakim apabila memutus perkatra memacu pada
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI harus dicantumkan dalam putusannya isi
dari Yurisprudensi tersebut, sehinggah nampak lebih jelas dan tidak ada salah
dalam memahami isi putusan.

2. Hendaknya majelis hakim Pengadilan Agama lebih teliti dalam mengkaji atau
mempertimbangkan setiap perkara yang akan diputuskan. Sehingga putusan
yang diambil dapat membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak
yang akan merasa dirugikan.

3. Maijelis hakim harus memberikan alternatif dalam menangani kasus bagian
ahli waris pengganti. Sehinga tidak dijumpai problem-problem yang

menyangkut pembagian ahli waris.
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